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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengembangan sistem
angkutan umum massal, meningkatkan nilai tambah
kawasan terbangun, mendorong efisiensi struktur ruang
dan pengembangan kota yang berkelanjutan, diperlukan
acuan penataan ruang dalam mengembangkan dan
mengendalikan kawasan berorientasi transit;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat
(1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah
Pusat berwenang menetapkan pengaturan penataan
ruang dalam bentuk pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pengembangan

Kawasan Berorientasi Transit;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI
TRANSIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR
adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah

yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
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unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi kabupaten/kota.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan
bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan
lingkungan /kawasan.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit
Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD
adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di
sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang
menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan
umum massal, dan antara jaringan angkutan umum
massal dengan jaringan moda transportasi tidak
bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan
bermotor yang disertai pengembangan kawasan
campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan

ruang sedang hingga tinggi.



2017, No. 1408

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kawasan Berorientasi Transit yang selanjutnya disebut
Kawasan TOD adalah kawasan yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada
integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada
radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800
(delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan
umum massal yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang
campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan
ruang sedang hingga tinggi.

Simpul Transit adalah tempat yang diperuntukkan bagi
pergantian intermoda dan antarmoda yang berupa
stasiun kereta, terminal, pelabuhan laut, pelabuhan
sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Moda Transportasi Tidak Bermotor adalah setiap moda
transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia
dan/atau hewan.

Kawasan Campuran adalah yang memiliki dua fungsi
pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam
satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok
terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik
antar komponen fungsi pemanfaatan ruang.

Fungsi Primer adalah fungsi yang melayani wilayah lebih
luas dari wilayahnya sendiri, atau batas administratif
daerah.

Fungsi Sekunder adalah fungsi yang melayani
wilayahnya sendiri, atau dalam batas administratif
daerah.

Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang
dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang
beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan
berfrekuensi tinggi.

Heavy Rail Transit yang selanjutnya disebut dengan
Kereta adalah moda transportasi berkapasitas tinggi
dengan beban gandar lebih besar dari 12 (dua belas) ton
yang beroperasi di jalur khusus pada lahan bertingkat,

struktur menggantung, di bawah permukaan tanah, atau
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di jalan, serta menaikkan dan menurunkan penumpang
pada lintasan.

Light Rail Transit yang selanjutnya disebut Kereta Ringan
adalah moda transportasi berkapasitas rendah hingga
sedang dengan beban gandar maksimum 12 (dua belas)
ton yang beroperasi di jalur khusus pada lahan
bertingkat, struktur menggantung, di bawah permukaan
tanah, atau di jalan, serta menaikkan dan menurunkan
penumpang pada lintasan.

Bus Rapid Transit yang selanjutnya disingkat BRT adalah
bus dengan kualitas tinggi yang berbasis sistem transit
yang cepat, dengan jalur bus yang terpisah dapat
menjadi sarana integrasi moda transportasi rel.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-
kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum
nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan
rencana tata ruang.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat
dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.



